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KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Pemidanaan

Para pakar hukum pidana menggunakan beberapa istilah yang berbeda
dalam menyebutkan teori pemidanaan, tapi secara umum teori pemidanaan yang
dikenal selama ini dapat dikelompokkan ke dalam empat teori besar, yaitu teori
retribusi (retribution), pencegahan (deterrence), pelumpuhan (incapacitation) dan
rehabilitasi (rehabilitation)."

Teori retribusi merupakan teori pemidanaan tertua dalam sejarah
peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan)
yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide
retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi (private
revenge) di mana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama
kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau
keluarganya. Pada awalnya teori ini menggunakan pembalasan mata ganti mata
dan gigi ganti gigi.

Menurut Howard Abadinski Directionary, teori retribusi ini berhubungan
erat dengan perbaikan keseimbangan moral dan merupakan pernyataan atau
ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan. Mereka mengatakan bahwa
pemberian pidana yang bersifat pembalasan merupakan usaha untuk memulihkan

keseimbangan nilai. Sisi lain teori retribusi ialah teori exiation atau teori

" Paulus Hadisuprapto, Peradilan Restoratif: model Peradilan Anak Masa
Datang,Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 18 Februari 2006, h. 9

14
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penebusan dosa dari si pembuat. Dengan telah menebus dosa atau kesalahannya

maka pulihlah keseimbangan nilai pada diri pembuat. 14

Indikator bahwa hakim dalam putusannya telah menerapkan teori

pemidanaan retribusi adalah bila:

1)

2)

3)

Hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku
kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain.

Fungsi utama penjatuhan pidana adalah sebagai pembayaran
kompensasi (harm to harm). Artinya, penderitaan yang diperoleh
pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas
penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak
pidana.

Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip
proposionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana
berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman
yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian

yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Teori pemidanaan kedua adalah teori penangkalan. Istilah penangkalan

merupakan terjemahan dari kata deterrence. Menurut teori ini kejahatan tidak

harus dijatuhi dengan suatu hukuman tetapi harus ada manfaatnya baik untuk si

pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Teori penangkalan memiliki suatu

asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak

dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional. Asumsi teori

4 Howard Abadinski, Directionary Justice: An Introduction to Dictionary in

Criminal Justice, Charles C. Thomas Publiser, Illionis, 1984, h.50.
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penangkalan yang lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut
dengan hukuman. Hukuman diberikan bukan saja karena apa yang ditimbulkan si
pelaku pada masa lalu, melainkan ada tujuan yang utama untuk masa depan.
Sehingga hukum berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi, dan menakut-
nakuti anggota masyarakat sehingga menjadi takut melakukan kejahatan.

Indikator yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dengan

menggunakan teori penagkalan adalah bila:

1) Pembentuk Undang-Undang menganggap setiap manusia adalah
makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi
untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam
melakukan kejahatan.

2) Tujuan pemidanaan adalah untuk menangkal seorang terpidana
melakukan kejahatan kembali (recidivisme) dan mencegah masyarakat
umum melakukanhal yang sama.

3) Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip
bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana. Artinya,
kalkulasi kerugian (hukuman atau penderitaan) yang diperoleh lebih
besar daripada keuntungan (harta atau kesenangan) yang didapat dari
melakukan tindak pidana.

Teori pelumpuhan (incapacitatiori) adalah tindakan menjadikan seseorang

tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku tindak pidana

dimasukkan dalam penjara berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana
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berikutnya yang mungkin dilakukan pelaku tersebut untuk jangka waktu selama
dia dipenjara.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku
kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang
baik seorang penjahat diharapkan berubah menjadi warga negara yang baik dan
berintegrasi kembali dengan masyarakat sehingga upaya untuk menguragi
kejahatan tercapai. Teori ini muncul sebagai reaksi atas praktek-praktek
pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana di berbagai negara. Dengan
demikian, teori rehabilitasi merupakan anti tesis dari teori retributif yang
menganggap penjahat patut menerima ganjaran hukuman karena melanggar
ketentuan pidana.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana
seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, yang
menyebutkan bahwa "Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga
dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya
menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya meyangkut bidang
hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman
dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau
penjatuhan pidana oleh hakim.""

Adapun menurut M. Sholehuddin yang mengemukakan bahwa “Tujuan
pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan

kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan

'> M. Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adtya
Bakti, Bandung, 2005, h. 16.
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keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara,
korban, dan pelaku”."®

Lebih lanjut M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur-unsur

pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :

a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi
harkat dan martabat seseorang;

b. Edukatif, dalam artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang
sadar sepenuhnya atas perbuatan yangdilakukan dan menyebabkan ia
mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruksf bagi usaha
penanggulangan kejahatan;

c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik
oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyimpulkan, bahwa pidana

mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 1

a. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak

pidana menurut Undang-Undang.

16 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004, h. 59.

'7 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung, 2005,h. 4.
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Sementara itu Muladi mengemukakan tujuan pemidanaan haruslah bersifat
integratif, yaitu :'®

a. Perlindungan masyarakat;

b. Memelihara solidaritas masyarakat;

c. Penecegahan (umum dan khusus);

d. Pengimbalan / pengimbangan.

Sementara H.R. Abdussalam, mengemukakan bahwa:"’

Tujuan
pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Usaha

untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada

individu narapidana.

2.2. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum yang menganut paham "the rule of law', menurut
Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu: 20

1) HAM dijamin lewat Undang-Undang,

2) persamaan di muka hukum (equality before the law),

3) supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan

tanpa aturan yang jelas.

Sedangkan konsep negara hukum yang menganut paham "rechtstaat”, menurut
Emanuel Kant dan Julius Stahl, mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

1) adanya pengakuan Hak Asasi Manusia,

'8 Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2004. h. 11.

YH. R Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan
Keadilan Masyarakat), Restu Agung, Jakarta, 2006, h. 22.

%% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Liberty, Yogyakarta,

1999,h. 22.
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2) adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut,
3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van
bestuur) ,
4) adanya peradilan tata usaha negara.
Dalam hukum diatur rambu-rambu sebagai berikut:
1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum;
3) Menghormati kepentingan umum;
4) Menghormati kesejahteraan umum,;
5) Menghormati keamanan umum;
6) Menghormati keamanan nasional dan keamanan masyarakat;
7) Menghormati kesehatan umum,;
8) Menghindarkan penyalahgunaan hak;
9) Menghormati asas-asas demokrasi,
10) Menghormati hukum positif.
Dalam hukum juga diatur asas-asas yang merupakan pembatasan hak dan
kewajiban warga negara, yang paling sedikit sebagai berikut: *!
1) Asas legalitas;
2) Asas negara hukum;
3) Asas penghormatan terhadap martabat kemanusiaan;
4) Asas bahwa segala pembatasan HAM merupakan pengecualian;

5) Asas persamaan dan non diskriminasi;

*! Muladi, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 1995, h. 63.
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6) Asas non-retroaktifitas (peraturan tidak berlaku surut);

7) Asas proposionalitas.

Pengakuan terhadap hak negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan
sosial (social policy), baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan sosial (social
welfare policy). Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi kekuasaan, untuk
menjaga agar agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan, keselarasan
dan keserasian antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan
kepentingan pribadi. Dalam negara hukum, rambu-rambu pengaturan ini terbentuk
dalam asas-asas hukum. Asas-asas hukum mempunyai karakteristik antara lain: >
1) Merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dituntut oleh rasa
susila dan berasaldari kesadaran kesadaran hukujm atau keyakinan
kesusilaan yang bersifat langsung dan menonjol;

2) Merupakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya sangat umum, yang
bertumpu pada perasaan yang hidup pada setiap orang;

3) Merupakan pikiran-pikiran yang memberikan arah atau pimpinan,
menjadi dasar tata hukum yang ada;

4) Dapat diketemukan dengan menunjukkan hal-hal yang yang sama dari
peraturan yang berjauhan satu sama lain;

5) Merupakan sesuatu yang diyakini oleh setiap orang, apabila mereka

ikut serta bekerja mewujudkan Undang-Undang;

22 Ibid, hal. 49-50.
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7)

8)

9)
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Diposititkan baik dalam bentuk perundang-undangan maupun
yurisprudensi;

Tidak bersifat transendental atau melampaui alam kenyataan dan dapat
ditangkap oleh panca indera;

Artikulasi dan penjabaran asas-asas hukum tergantung dari kondisi-
kondisi sosial, sehingga open-ended, multi intepretable dan
dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan bukannya bersifat absolut;
Berkedudukan relatif otonom, melandasi fungsi pengendalian

masyarakat dan penyelenggara ketertiban;

10) Legitimasi dalam prosedur pembentukan, penemuan dan pelaksanaan

hukum;

11) Berkedudukan lebih tinggi dari Undang-Undang dan pejabat-pejabat

resmi (penguasa), schingga tidak merupakan keharusan untuk

mengaturnya dalam hukum positif.

Sudargo Gautama mengatakan "Dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan
kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak
bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya
dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai

Rule Of Law."*

Peran hukum dalam masyarakat bangsa yang bebas (The Rule of Law in

free society) adalah agar:**

3 Sudargo Gautama, Pengertian Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983, h. 35.
** M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Hukum Mengenai Sistem Peradialn dan

Penyelesaian Sengketa, Cutra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 410-411.
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"(1) masyarakat dan individu bebas dari penindasan, baik penindasan
dari luar atau bangsa lain maupun penindasan dari dalam oleh para
penguasa juga penindasan antara sesaam anggota masyarakat.

(2) masyarakat tidak diperlakukan secara otoriter, penguasa tidak boleh
menjadi alat kekuasaan (instrument of power), penguasa tidak boleh
menjelma atau mempersonifikasi diri sebagai hukum, kebebasan dan
kemerdekaan individu tidak boleh ditentukan oleh kehendak atau
keinginan penguasa;

(3) keberadaan dan kedudukan penguasa berdasar aturan hukum atau
Rule of Law, hukum menjadi pancang dan fundamen kekuasaan dan
kewenangan penguasa (under the authority of law), penguasa tidak
boleh melampaui batas kewenangan dan fungsi yang diberikan hukum
kepadanya, tindakan yang seperti itu bertentangan dengan hukum
(againts the law) dan dapat dikualifikasi detoernement de pouvoir;

(4) karakteristik peran hukum yang paling esensial dalam free society
hukum harus menjamin keamanan dan memperlindungi hak dan
kepentingan anggota masyarakat (fo safe quarded and to protect their
right) dalam mengembangkan kehidupan pribadi dan dalam mengejar
kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual dan material, sebaiknya setiap
individu harus taat dan mematuhi hukum dan tidak dibenarkan
bertindak sesuka hati (arbitary wills)."

2.3. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 3 (tiga) aspek dari ide hukum yaitu

kepastian

hukum (rechticherheit), kegunaan (zweckmassigkeit) dan keadilan

(gerechtigkeif).” Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut merupakan

perwujudan dari cita hukum. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari

manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan

kenyataan

kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan

perilaku masyarakatbyang mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan

keadilan.?®

25 Meuwissen, PengembanganHukum, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII

Nomor 1 Januari 1994,FH Unpar, Bandung, h.78.

1999, h. 181.

2B, Arif Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,
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Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum
harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti
bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tututan itu
pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan
sanksi menurut hukum.”’

Adanya kepastian hukum dalam hukum pidana menyebabkan adanya
perlindungan yang memberikan kedudukan dan kesempatan bagi setiap orang
untuk menggunakan hak asasinya terhadap tindakan yang mengganggu. Hakikat
nilai kepastian hukum pidana adalah: **

1) Mengikis habis dan menindak tegas segala bentuk kejahatan dan
pelanggaran yang pada kenyataannya mengganggu dan mengancam
hak asasi setiap orang dalam masyarakat.

2) Menempatkan setiap anggota masyarakat pada kesamaan hak,
kewajiban, kedudukan, harkat dan martabat yang sama dihadapan
hukum dimana tiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang
sama untuk menggunakan hak asasinya dan juga melaporkan setiap
pihak yang mengganggu atau mengancam hak asasinya tersebut
kepada alat negara yang berwenang.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan

hukum harus memberikan manfaat atau keguanaan bagi masyarakat. Masyarakat

%" Franz Magniz Suseno, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h.
79.
% Ibid.
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sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan

diperhatikan.”

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, B. Arief Sidharta mengatakan

bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya

merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang

bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum

dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).*

Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan

masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:

"(a) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti
sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari
aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untujk
penanggualangan kejahatan.

(b) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya
seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan
memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan
mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan
menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

(c) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap
penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari
warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakkan
hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan
yang sewenang-wenang di luar hukum.

(d) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau
keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai
akibat dari adanay kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum
pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh
tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan
rasa damai dalam masyarakat."’'

% Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 2.

H

3% B. Arief Sidharta, Op.cit., h. 180.
31 Badra Nawawi Aref, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan

ukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, h. 13-14.
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2.4 Pengertian Konsep Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama
kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang
disampaikan Presiden Komisi Pidana (President’s Crime Commission) Australia
di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi,
praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960
ditandai dengan berdirinya peradilan anak (children’s courts) sebelum abad ke-19
yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk
melakukan peringatan (police cautioning). Prakteknya telah berjalan di negara
bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland
pada tahun 1963.

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya Juvenile Deliquency a
Sociological Approach, beliau memberikan definisi Diversi yaitu, "Diversion is
an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice
system"*” (terjemahan penulis : "Diversi adalah suatu upaya untuk mengalihkan
atau menempatkan seorang anak pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem
peradilan pidana anak).

Konsep Diversi dalam Black's Law Dictionary diterjemahkan sebagai
"Divertion Programe is a programe that refers certain criminal defendants
beforetrial to community programs on job training, education, and the like, which
if succesfully completed may lead to the dismissal of the charges." (Program yang

ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa

32 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana,
USU Press, Medan, 2010, h 70
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community programme seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya
dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak
melanjutkan proses selanjutnya).”

Dalam Black Law Dictionary tersebut, diversi adalah bentuk pengalihan
proses dimana merupakan program yang hanya dilakukan pada tahap pra
adjudikasi dalam sistem peradilan pidana.’*

Dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration
of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") butir 6 dan 11 terkandung pernyataan
mengenai Diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan
hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan
kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah.

Marlina mendefinisikan Diversi sebagai sebuah tindakan atau perlakuan
untuk mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindakpidana anak dari
sistem peradilan pidana.®

Michael Koesoema, dalam disertasinya menyimpulkan bahwa "Diversi
adalah proses mengalihkan atau melimpahkan kasus pidana dari sistem peradialn
pidanakepada sistem informal, seperti mengembalikan kepada lembaga sosial
masyarakat atau loembaga pengawasan lainnya yang dianggap paling tepat

melalui kewenangan diskresi."*®

3 Eva Achjani Zulva, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Badan Penerbit FH UI,
Jakarta, 2009, h.421

** Ibid., h. 422

33 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan
Restorative Justice), Bandung, 2009, hal.31

3% Michael Koesoema, dalam disertasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal
dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 2012, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hal. 88.
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Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Piadana Anak, diversi adalah pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradialn pidana ke proses di luar peradilan

pidana.

2.5. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan
dengan Hukum terdiri dari:

1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak
pidana.

2) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut
Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Penelitian ini akan difokuskan pada anak sebagai pelaku tindak pidana

atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum.



